
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR q8q TAHUN 2ot9

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 
'.1 

TAHUN 2ol9

TENTANG

PEIN'ELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbalg : a.

WAL] KOTA CIMAHI,

bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dal
keadilan sosial serta mewujudkan kehidupan yang

layak bagr masyarakat Kota Cimahi, perlu

mewujudkal Pusat Kesehatan Masya.rakat sebagai

fasilitas pelayaran tingkat pertama yang menyedia.kan

fasilitas rawat inap untuk meningkatkan pelayalan

pengobatan tingkat dasar;

bahwa Pusat Kesehatal Masyarakat yang melayani

fasilitas rawat inap sangat diperlukal oleh

masyarakat Cimahi;

bahwa untuk menunjaarg serta demi kepastial hukum

dari Penyelenggaraar Pusat Kesehatan Masyara-kat

dengan Fasilitas Rawat Inap diperlukan suatu

peraturan;

babwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana

dimal<sud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

untuk menetapkan Peraturan WaIi Kota tentang

Pelayarlall Rarirat Inap di Pusat Kesehatan

Masva-rakat:

b.

c.
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Mengingat : 1.

2.

2

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO1 tentarg
Pembentuka-n Kota Cimahi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 I 6l ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan
I€mbara]l Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubafral Kedua Atas Undang-Undarg

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 75 tahun 2014 tentane Pusat Kesehatan

MasyarakaU

3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan WaLi Kota ini, yang dimaksud dengal :

1. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan

fasilitas perawatar yang berfungsi sebagai rujuka! antaja dall dapat

melaksalal<an tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi
rujukan.

2. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan

Obstetri Neonahts Emergen-si Dasar.TFC (Terattphetic Feeding Centeil

adalah Pusat pemulihan gizi buruk.
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6.

7.

5.

3. Pelayanan kesehatan adala]l upaya kesehatan yang meliputi promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan di
Puskesmas.

4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh pelayanal kesehatan yang diperlukan

baik secara largsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan

kesehatan.

Gawat Darurat adalah keadaan ldinis pasien yang membutuhkan

tindakan medis segera guna penyelamatar nyawa dan pencegalean

kecacatan lebih lanjut.

Pelayanan Rawat Inap adalah peLayanan terhadap orang yang masuk

Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi,

perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dar/atau
pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawar inap.

Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut

Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yarg diberi tambahan sumber

daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai

pertimbangan kebutuhan pelayaran kesehatal.

Unit PeLaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masya-rakat dan Unit
Pelaksana Kegiatan Pusat Kesehatan Masya.rakat, yang selanjutnya

disingkat UP|D darl UPK Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan yang berLanggung jawab menyelengga-rakari pelayanan

kesehatan di wilayah kerja beserta jaringannya.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing ya,ng tinggal

di wilayah Kota Cimahi serta memiliki bukti kependudukan.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Pemerintah Daerah adalah Wafi Kota darl Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Sekretaris Daerah adalah Selo-etaris Daerah Kota Cimahi.

Wali Kota adalah WaIi Kota Cirnahi.

Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.

8.

BAB II

PUSKESMAS RAWAT INAP

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Puskesmas Rawat Inap.
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{2) Puskemas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Puskesmas yarg dilengkapi layalan rawat inap.

{3) Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Penetapan Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan surat pengantar tertulis dari perangkat Daerah yang
menyelenggarakal urusan pemerintah di bidaag kesehatal.

Pasal 3

(1) Puskesmas Rawat Inap memberikan layanal rawat inap kepada pasien

untuk kasus yang la-rna rawatnya paling lama 5 (lima) hari.

{2) Dalam hal pasien yang dirawat inap sebagaimana dima}sud pada ayat
(1) diindikasikan memerlukan perawatan lebih dari 5 (lima) hari,
Puskesmas Rawat Inap harus rnerujuk pasien ke fasilitas kesehatar
yartg lebih tinggi.

BAB III

PASlEN

Pasal 4

(1) Pasien harus mempunyai surat pengantar rawat inap dari Dokter yang
memeriksa di Puskesmas Rawat Inap.

(2) Surat pengantar dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
tertulis.

(3) Dokter puskesmas rawat inap membuat surat pengaltar rawat inap
untuk Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai diagnosa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dafam hal Pasien tidak memiliki surat pengantar rawat iriap
sebagaimala dimaksud pada ayat (1), pasien harus diperiksa terlebih
dahulu oleh Dokter Puskesmas Rawat Inap.

Pasal 5

(1) Kepala Puskesmas menunjuk Dokter Penarggung Jawab Rawat Inap.
(2) Dokter Penangggung Jawab Rawat lnap melakukan evaluasi surat

pengaltar rawat inap.
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(3) Hasil evaluasi surat pengarrtar rawat inap dokter sebagaimala
dimaksud pada ayat (2) berupa menerima atau menolak surar pengamar
rawat lnap.

(4) Dalarn hal hasil eva-luasinya menolaf< surat pengantar rawat lnap
sebagaimana dimalsud pada ayat (3), puskesmas Rawat Inap dapat
merujuk Pasien ke fasilitas pelayalan kesehatan dengan fasilitas rawat
inap.

(5) Rujukan Puskesmas Rawat Inap sebagaimala dimaksud pada ayat (4)

dibuat tertulis dan disertai alasan.

Pasal 6

(1) Pasien yang di rawat inap harus mengisi kelengkapan adrinistrasi rawat
inap terlebih dahulu.

(2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam La-rnpi.an sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAI} IV

FASILITAS

Pasal 7

Puskesmas Rawat Inap memiliki fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-

undalgal.

BAB V

WAKTU LAYANAN

Pasal 8

Waktu layanar rawat inap selarna 24 (dua puluh empat) jarn.

BAT} VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(I) Puskesmas Rawat Inap wajib membuat pencatatan dal pelap<)ran sesuar

dengan peraturan perundalg=undangan.
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(2) laporan sebagaimana dimatsud ayat (1) dibuat tertuLis dan dikirimkan
dibulan berikutnya sebelum batas waktu yang ditentukart kepada
Perangkat Daerah membidangi urusan pemerintahan di bidang
Kesehatal.

Pasal 10

(f) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerilltaha_n di
bidarg kesehatan melakukar monitoring terhadap penyelenggaraar

Puskesmas Rawat Inap.

(2) Kepala Perangkat Daerah membidangi urusan pemerintalean di bidang
Kesehatal rnenyampalkan Laporal penyelenggaraan Puskesmas Rawat
Inap kepada Wali Kota.

(3) Laporal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis dan

dilaporkar setiap akhir tahun anggaran-

Pasa.l 11

(1) Wali Kota melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Puskesmas

Rawat Inap.

(2) Wafi Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Puskesmas

Rawat Inap.

BAB VII

PENDANAAN

Pasa] 12

(1) Pendanaan penyelenggaraan Puskesmas Rawat Inap bersumber dari:

A. APBD;

b. APBN; dan/atau

c. sumber lain yarg sa]l dan tida-k mengikat berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Puskesmas Rawat lnap yang bersumber

dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan
untuk operasional Puskesmas Rawat Inap.

(3) Operasional Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit diperuntukkan bagi:

a. Pegawai; dan
h Rorehd.lah ia er

4t g,



7

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggat diundangkal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka:r pengundalgan peraturan
Wali Kota ini dengar penempatarnya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

DitetaFkan di Cimahi
pada targgal 20 Agustus 2019

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkal di Cimahi

Pada tanggal 20 Agustus 2019

tE

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 484
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR

TENTANG

PENYELDNGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP

I, UMUM

Pusat Kesehatan Masyaralat sebagai salah satu jenis fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peraiarr penting dala,rn
sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat bertujual untuk me\,\,,ujudkaar

masyarakat yang ;

a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan darl
kemampuan hidup sehat;

b. mampu menjangkau pelayanal kesehata-n be.mutu;

c. hidup dalam lingkungal sehat; dan

d. memiliki der4jat kesehatan yang optima,1, baik individu, keluarga,
kelompok dan masyarkat.

Prinsip penyelenggaraan pusat Kesehatan Masyaral{at meliputi:

a. paradigma sehat;

b. pertanggungjawaban wilayah;

c. kemandirianmasyarakat;

d. pemerataan;

e. teknologi tepat guna; dan

I keterpaduan dan kesinanbungan.

Pusat Kesehatan Masyarakat mernpunyai tugas melaksa.nalan
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya dalarn rangka mendukung terwujudnya kecamatan
sehat.

Pusat Kesehatan Masyarakat dikategorikal menjadi;

a. Pusat Kesehatar Masyarakat non rawat inap; dan

b- Pusat Kesehatan Masyaral<at r-awat inap.
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Dalam rangka mer,rrrjudkan kesejahteraan sosia_t dan keadilan sosial
serta mewujudkarr kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Cimahi,
Pemerintah Daerah Kota Cimahi mewujudkaa pusat Kesehatan
Masyarakat sebagai fasilitas pelayalan tingkat pertafira yang
menyediakan fasilitas rawat inap.

Pusat Kesehatar Masyarakat Rawat Inap diharapkan dapat
meningkatkan pelayalal pengobatan tingkat dasar.

Adapun ruang lingkup dad peraturan Wali Kota ini yaitu:
a, Puskesmas Rawat Inap;

D. paslen;

c. fasilitas;

d. waktu layanan;

e. monitoring dan evaluasi; dal
f. pendalaan.

Tujuan ditetapkannya peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum
penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyajal{at Rawat Inap,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa-l 1

Cukupjelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasai 4

Ayat (1)

Cukup jelas

.r/ 
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jelas

jelas

jelas

Pa

jelas

jelas

jelas

jelas

jelas

jelas

jelas
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Ayat (3)

Pasal 11

Ayat (i)

Ayat (2)

Pasal 12

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Hu

Pasai 13

Cukup j

p jelas

p jelas

Cukupjelas

b

Cukup jelas

fc
Cukup jelas

Cukup jelas

b

Cukup jelas
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